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BAB III 

SEJARAH MUSLIM PATTANI DAN DINAMIKA 

KONFLIK PATTANI DI THAILAND SELATAN 

 

Bab ini akan menjelaskan tentang sejarah konflik dan 

perjalanan perjuangan Muslim Melayu untuk mendapatkan 

haknya sebagai warga negara dan bagaimana gerakan saparatis 

itu tumbuh. 

A. Sejarah Muslim Pattani 

Muslim Melayu merupakan etnis pribumi yang 

mendiami Pattani, salah satu propinsi di wilayah perbatasan 

Selatan negara Thailand. Identitas yang terbentuk karena 

asimilasi antara Islam di satu sisi dan Melayu di sisi lain. 

Islam dan kebudayaan Melayu menyatu dan tidak 

terpisahkan. Menurut masyarakat Pattani, menjadi muslim 

tidaklah cukup, tetapi syarat kesempurnaannya sebagai 

muslim adalah menjadi Melayu. Asimilasi inilah yang 

membentuk identitas sekaligus karakter etnisitas Muslim di 

wilayah Pattani yang membedakannya dengan komunitas 

muslim lainnya di wilayah Thailand. 

Keberadaan Muslim Melayu di wilayah Pattani tidak 

dapat dilepaskan dari sejarah masuknya Islam di kawasan ini. 

Secara umum, Islam masuk wilayah Thailand dari berbagai 

arah, melalui Burma (Myanmar), Kamboja, China, India, 

Nusantara, Persia, dan Yaman. Pattani pada awalnya adalah 

sebuah Kesultanan dengan wilayah kekuasaannya meliputi: 

Pattani, Yala, Narathiwat, Songkhala, Kelantan, Trengganu, 

hingga Petaling. Keberadaan Pattani menjadi 
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penting dalam proses islamisasi, karena menjadi satu-satunya 

kota pelabuhan dan pusat perdagangan Islam di perairan laut 

China Selatan masa itu. Kerajaan ini dianggap sebagai 

kelanjutan dari Kerajaan Langkasuka yang beragama Hindu-

Budha yang berada di wilayah timur Semenanjung Malaya 

antara Senggora (Songkhala) dan Kelantan. Ibukota 

Langkasuka diyakini berada di Yarang, yaitu wilayah Pattani 

sekarang. Masuknya Islam ke wilayah Pattani mengubah 

kultur masyarakat termasuk kultur politiknya. Hal ini terbukti 

dengan penggunaan istilah untuk nama kerajaan yang 

didirikan, yaitu Kesultanan Pattani (Sodiqin, 2016: 34). 

Secara geografis, Pattani berada di sentral dua jalur lalu 

lintas perdagangan, yaitu antara Melayu dan negeri Asia 

Timur di satu sisi, dan antara Selat Malaka dan Laut Sulu di 

sisi yang lain. Jalur perdagangan ini menghubungkan Arab, 

India, dan benua China. Hal ini berdampak pada majunya 

perdagangan dan berakibat positif terhadap perkembangan 

Kesultanan Pattani. Kemajuan Pattani menjadikannya 

sebagai satu-satunya kerajaan yang memiliki wilayah yang 

cukup luas di semenanjung Laut China Selatan. 

Gambar Error! No text of specified style in 
document..1Peta Wilayah Pattani 
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Sumber: Wikipedia, 

https://id.wikipedia.org/wiki/Krisis_Thailand_Selatan 

Kesultanan Pattani muncul sebagai kerajaan yang 

memiliki kekuatan politik sekaligus ekonomi. Wilayah Johor, 

Pahang, dan Kelantan diintergrasikan ke dalam kekuasaanya. 

Zaman keemasan Pattani berlangsung pada masa 

pemerintahan empat orang ratu, yaitu Ratu Hijau (1584-

1616), Ratu Biru (1616-1624), Ratu Ungu (1624-1635) dan 

Ratu Kuning (1635-1651). Pada masa pemerintahan mereka, 

Pattani mencapai kestabilan politik dan ekonomi, sehingga 

menjadi kerajaan yang makmur dan dihormati oleh neger-

negeri seberang, termasuk Kerajaan Ayudhya (asal-usul 

Thailand sekarang). 

Pada abad ke-17 M, Pattani mulai terjadi kemunduran. 

Hal ini dipicu oleh tidak adanya pengganti raja setelah Ratu 

Kuning wafat. Hal ini mengakibatkan terjadinya konflik 

internal di kalangan para Datuk yang berebut menduduki 

jabatan Perdana Menteri. Konflik internal semakin 

melemahkan kekuatan politik sekaligus ekonomi Kesultanan 

Pattani (Sodiqin, 2016: 35). Dalam keadaan seperti itu, orang-

orang Siam mendapat kesempatan besar untuk 

menyerangnya, menguasai dan mengambil alih kekuasaan 

Kesultanan Pattani pada tahun 1785. Penguasaan orang-orang 

Siam terhadap Pattani inilah yang menjadi akar perpecahan 

dan konflik yang berkepanjangan di Thailand sampai saat ini 

(Sulong & Machali, 2016: 148). 

Dinamika Konflik Pattani di Thailand Selatan 

Konflik yang terjadi antara Pemerintah Thailand dan 

Muslim Pattani  menyebabkan dipecahnya wilayah Pattani 

https://id.wikipedia.org/wiki/Krisis_Thailand_Selatan
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menjadi empat provinsi, yaitu: Pattani, Yala, Narathiwat, dan 

Songkala. Puncak dari Konflik Pattani terjadi pada tahun 

2004 yang ditandai oleh dua insiden, yaitu: pembantaian 

terhadap masyarakat Pattani yang terjadi di Masjid Krue Se 

di Pattani dan insiden mematikan berupa pengeboman di Tak 

Bai, Narathiwat. Secara historis, akar konflik Pattani dapat 

ditelusuri kembali pada awal abad kedua puluh ketika 

Kesultanan Melayu Pattani secara paksa dijadikan bagian dari 

kekuasaan Kerajaan Siam melalui Traktat Anglo-Siam pada 

tahun 1902 (Teeuw & Wyatt, 1970).  

Perbedaan etnis dan agama tidak akan menjadi masalah 

apabila kedua kelompok dapat hidup berdampingan tanpa 

adanya diskriminasi (kondisi ko-eksistensi). Namun, 

perbedaan akan menjadi masalah ketika satu pihak berupaya 

memaksakan suatu nilai terhadap kelompok lain untuk 

menghilangkan perbedaan yang telah ada. Sebagian 

menanggapi hal tersebut dengan menerima, tetapi disisi lain 

menganggapnya sebagai bentuk penghilangan identitas. Hal 

inilah yang dialami dan dirasakan oleh Muslim Pattani di 

Thailand Selatan ketika Pemerintah Thailand berusaha untuk 

mengintegrasikan mereka ke dalam struktur sosial 

masyarakat Thailand. Proses tersebut dimulai sejak 

berlakunya Traktat Anglo-Siam tahun 1902. 

Sebagai kelompok minoritas yang memiliki identitas 

Islam, Muslim Pattani dihadapkan dengan proses ‘siamisasi’ 

(Siamization)atau upaya mengasimilasikan Muslim Pattani 

dengan masyarakat Thai yang beragama Buddha (Wibirama, 

2009). Dilihat dari tindakan-tindakan yang dilakukan oleh 

Kerajaan Siam, Siamisasi ditandai oleh tiga hal, yaitu:  
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1) Penggabungan secara administratif wilayah Pattani ke 

dalam sistem Pemerintahan Thailand;  

2) Penghapusan hukum syariat Islam dan hukum adat 

Melayu;  

3) Penggantian penggunaan bahasa Melayu dengan bahasa 

Thai. 

Upaya penggabungan wilayah Pattani ke dalam sistem 

administrasi Siam pada tahun 1902 bukan hanya tindakan 

politik yang disentralisasikan ke Bangkok, tetapi Muslim 

Pattani menganggap bahwa Kerajaan Siam berusaha untuk 

menghilangkan identitas masyarakat Islam dengan 

menyebarkan nilai-nilai Buddhisme. Kerugian lain yang 

dirasakan oleh Muslim Pattani adalah dihapuskannya hukum 

syariat dan hukum adat Melayu yang sudah lama menjadi 

dasar dalam kehidupan sehari-hari mereka. Keberadaan 

lembaga yang sangat penting bagi masyarakat, yaitu masjid 

dan pondok pesantren juga terancam karena proses Siamisasi. 

Hal ini merugikan Muslim Pattani karena fungsi masjid bagi 

mereka tidak hanya sebagai tempat praktek keagamaan, tetapi 

juga sebagai pusat pemerintahan dan administrasi. Selain itu, 

pondok berfungsi sebagai tempat belajar bagi Muslim Pattani 

(Aphornsuvan, 2003). 

Penghapusan hukum syariat di wilayah Pattani 

merupakan hasil dari pelaksanaan undang-undang Thailand 

yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat yang absolut. Hukum 

yang diterapkan di Pattani mengalami reformasi, dari 

penggunaan hukum Islam menjadi hukum sekuler Thailand, 

kecuali untuk kasus keluarga dan warisan. Namun, 

pelaksanaan hukum keluarga dan warisan telah dicederai 
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dengan masuknya hukum Thailand. Hakim Muslim yang 

mengurusi dan memutuskan perkara pada dua hal tersebut 

dianggap belum final keputusannya sebelum disetujui oleh 

hakim Thailand. Pada saat kasus telah naik menuju 

pengadilan tinggi, mereka harus menerima keputusan hakim 

Thailand yang bukan Muslim. Penetapan hukum sekuler dan 

penghapusan hukum syariat dianggap mengecilkan peran 

ulama. Akibatnya, pemberontakan terhadap pusat kekuasaan 

di Bangkok akibat Siamisasi ini mulai bermunculan pada 

tahun 1910 hingga 1920 yang dipimpin oleh para ulama 

(Wibirama, 2009). 

Pada tahun 1930-an Pemerintah Thailand 

mengeluarkan kebijakan untuk membagi wilayah Pattani 

menjadi tiga provinsi,yakni: Pattani, Yala, dan Narathiwat. 

Dengan begitu, setiap provinsi berada dibawah pengawasan 

dan tinjauan langsung Pemerintah Thailand di Bangkok. 

Pemerintah Thailand menerapkan sistem baru dimana setiap 

provinsi diharuskan memiliki seorang wakil di DPR, dan 

untuk wilayah Thailand Selatan wakil rakyat yang beragama 

islam selalu menjadi Majelis Perundingan Siam. Pada tahun 

1932, terjadi Revolusi Siam yang mempengaruhi 

perkembangan politik di Thailand. Revolusi Siam merupakan 

revolusi yang bertujuan untuk membatasi kekuasaan absolut 

raja dengan membentuk suatu konstitusi.  

Pada tahun 1938, seorang Jenderal Militer Thailand, 

Plaek Phibunsongkhram mengkudeta pimpinan Kerajaan 

Thailand. Setelah berhasil mengkudeta Kerajaan Thailand, 

Pemerintahan Phibunsongkhram (1938-1944) mengeluarkan 

kebijakan-kebijakan yang kontroversi. Salah satunya adalah 

kebijakan rathniyom (revolusi budaya), tujuan dari kebijakan 
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ini adalah menciptakan suatu identitas budaya Thai yang 

maju. Kebijakan ini ternyata mencoba “mensiamkan” 

masyarakat yang bukan etnis Thai (siamization policy) seperti 

masyarakat Melayu dan Tiongkok. Kebijakan ini juga 

mengharuskan masyarakat Melayu dan Tiongkok untuk 

menukar nama asal mereka menjadi nama Thai dan 

berkomunikasi menggunakan bahasa Thai (Yazid, 2009). 

Dalam menerapkan siamization policy, Phibunsongkhram 

menggunakan simbol trinitas (lak thai) yang hanya mengakui 

satu kebangsaan yaitu bangsa Thai, satu agama yakni agama 

Buddha, dan tunduk pada kekuasaan Raja. Jika dilihat dari 

dimensi sosial budaya, identitas seperti ini merupakan sebuah 

bentuk pemaksaan ideologi yang dapat merenggut Muslim 

Pattani dari tradisi dan identitasnya (Yuniarto, 2004). 

Masalah yang muncul atas perbedaan pandangan dan 

tindakan yang dilakukan masing-masing pihak adalah 

terjadinya konflik antara Pemerintah Thailand dan Muslim 

Melayu yang pertama yaitu terjadinya pemberontakan Haji 

Sulong pada tahun 1947 yang menjadi ujung tombak atau 

gerakan terpenting dari berbagai pemberontakan-

pemberontakan yang muncul berikutnya (Desastian, 2011). 

Pemberontakan Haji Sulong dimulai pada April 1947 dengan 

mengajukan lima tuntutan kepada Kerajaan Thailand, yaitu: 

a. Tuntutan otonomi politik untuk semua wilayah Melayu 

Pattani. 

b. Tuntutan untuk mengangkat seorang gubernur dari 

kalangan Melayu Pattani dalam menjalankan 

pemerintahan kolektif terhadap empat daerah di 

Thailand Selatan yang mayoritas pendudukanya adalah 

orang Melayu. 
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c. Tuntutan agar bahasa Melayu memiliki status yang 

sama dengan bahasa Thai dan bahasa Melayu juga 

digunakan sebagai pengantar bagi sekolah di wilayah 

Thailand Selatan. 

d. Tuntutan untuk mendirikan Mahkamah Islam guna 

menjalankan undang-undang Syari’ah. 

e. Tuntutan untuk menggunakan hasil sumber daya alam 

daerah Melayu sebagai percepatan pembangunan di 

wilayah Melayu tersebut (Christie, 1996). 

Pemberontakan Haji Sulong ini tidak berlangsung 

lama. Atas tuntutannya menuntut hak otonomi untuk 

memerintah daerah Melayu, menyebabkan pihak militer 

Thailand menangkap Haji Sulong dengan tuduhan menghasut 

pada Januari 1948 (Yazid, 2009). Penangkapan Haji Sulong 

menimbulkan perlawanan dari Muslim Pattani sehingga 

terjadi pemberontakan besar-besaran di dusun Nyior, 

Narathiwat pada April 1948. Kemudian, para pemeberontak 

tersebut ditangkap dan mengalami proses pengadilan selama 

delapan bulan dan rata-rata dijatuhi hukuman tujuh tahun 

penjara atas tuduhan penghinaan terhadap pemerintah. 

Sementara itu, dalam perjalanan menuju Songkla untuk 

menjalankan panggilan polisi, Haji Sulong tewas terbunuh 

pada 13 Agustus 1954 (Ibrahim, 2012). 

Hal ini tampak jelas bahwa pada awalnya Muslim 

Pattani bukannya tidak mau hidup berdampingan dengan 

etnis lain asalkan kebudayaan dan keyakinan mereka 

dihormati dan diakui oleh pemerintah. Haji Sulong juga tidak 

menuntut pemisahan atau kemerdekaan dari Thailand. 

Namun, respon yang negatif dari Pemerintah Thailand 

membuat konflik semakin parah hingga menjadi isu 
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separatisme. Kematian Haji Sulong juga berdampak pada 

lahirnya kelompok-kelompok lainnya yang lebih ekstrem. 

Pasca kematian Haji Sulong, pada tahun 1959 muncul 

gerakan penerusnya yang dipimpin oleh Tengku Abdul Jalil 

yang mendirikan Barisan Nasional Pembebasan Pattani 

(BNPP) atau yang dikenal dengan National Liberation Front 

of Pattani (NLFP). Kelompok ini tidak hanya menuntut 

otonomi seperti yang diperjuangkan oleh Haji Sulong, 

melainkan kelompok ini ingin mendirikan negara Islam. 

Namun, selain karena keinginan kuat untuk membentuk 

pemerintah Islam, gerakan ini juga muncul karena persoalan 

ekonomi. Pada masa itu, harga timah dan karet yang menjadi 

andalan perekonomian Muslim Pattani mengalami penurunan 

yang drastis. Muslim Pattani menyadari bahwa adanya 

eksploitasi oleh pemerintah atas sumber daya alam Pattani 

tanpa memberikan kontribusi yang adil (Yuniarto, 2004). 

Wilayah operasi NNPP bukan hanya di Pattani, namun 

juga beroperasi di negeri Kelantan dan wilayah Thai. 

Kelompok ini juga giat mendorong orang Muslim Pattani 

untuk menjadi warga negara Malaysia. Melalui orang yang 

memiliki kewarganegaraan ganda, BNPP akan mudah 

melanjutkan kegiatannya di daerah perbatasan, karena 

mereka akan melintasi perbatasan dengan bebas. Pelajar 

Pattani yang mendapatkan beasiswa dari pemerintah 

Malaysia termasuk dari mereka yang mendapatkan 

kewarganegaraan ganda. Setelah mereka menyelesaikan 

studinya di Malaysia, mereka akan bekerja di Malaysia dan 

terus membantu BNPP. Dengan cara seperti ini, Muslim 

Pattani secara perlahan akan memasuki birokrasi negara 

bagian dan federal Malaysia (Pitsuwan, 1989). 
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Kemudian BNPP memiliki hubungan baik dengan 

Partai Islam di Malaysia. Partai Islam merupakan Partai 

konservatif yang memiliki pengaruh besar di negeri Kelantan 

yang berbatasan langsung dengan wilayah Thai. Pejabat-

pejabat pemerintah Kelantan memberikan dukungan moril 

dan materil kepada BNPP. Namun, sejak Parta Islam 

mengalami kekalahan pada pemilu 1978, bantuan materil 

yang biasa di salurkan untuk BNPP mengalami penurunan. 

Walaupun demikian, ikatan erat yang terjalin antara BNPP 

dan pejabat Kelantan masih di pertahankan. Hubungan baik 

ini menjadi ancaman tersendiri bagi pemerintah Thailand, 

walaupun Malaysia telah menyatakan tidak akan campur 

tangan untuk urusan dalam negeri Thailand (Maftukhah, 

2011).  

Pada Maret 1963, generasi muda Pattani yang terdidik 

mengambil inisiatif untuk membentuk gerakan perlawanan 

dengan membentuk Barisan Revolusi Nasional (BRN) atau 

Liberation Front of Republik Pattani (LRFP). BRN 

merupakan sebuah organisasi yang dibentuk dengan tujuan 

mendirikan Republik Islam Pattani dan mencetuskan suatu  

revolusi sosial dan membebaskan Pattani dari kekerasan. 

Organisasi ini berbasis di Malaysia Utara dan beroperasi di 

Thailand Selatan. BRN ini dibentuk oleh sekelompok mantan 

guru pondok dan dipimpin oleh Ustad Karim Haji Hassan 

(Davis, 2004). Sebagai kelompok yang memperjuangkan 

pembebasan Pattani dari Pemerintah Thailand, BRN terlibat 

dalam tindakan kekerasan, pembunuhan, penculikan, 

sabotase, pemerasan, dan serangan bom yang dirancang untuk 

memberikan rasa tidak aman bagi warga yang beretnis 

Thailand yang tinggal di Thailand bagian Selatan, serta 
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memberikan beban kepada pejabat pemerintah Thailand 

(Chalk, 2017). 

Gambar Error! No text of specified style in 

document..2 Bendera Barisan Revolusi Nasional (BRN) 

 

Sumber: Wikipedia, 

https://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:Flag_of_the_Barisan

_Revolusi_Nasional_(Koordinasi).svg 

Dianggap membentuk pemerintahan Islam tradisional, 

ternyata tujuan BRN lebih kepada pembentukan republik 

Islam yang sosialis (Pitsuwan, 1989). Menurut Pemerintah 

Thailand, organisasi ini memiliki pasukan gerilya dengan 

perlengkapan yang cukup dan kebanyakan dari 

pemimpinnya berpendidikan di luar negeri, khususnya di 

Malaysia dan Indonesia (Melvin, 2007). Hal yang paling 

dikhawatirkan Pemerintah Thailand adalah terjalinnya 

hubungan antara BRN dengan Partai Komunis Malaya 

(CPM). Pemerintah juga khawatir jika BRN akan giat 

menyebarkan ideologi sosialisme-komunisme yang 

dipadukan dengan gagasan Islam pada Muslim Pattani. 

Namun, hal ini tidak sepenuhnya menguntungkan BRN. 

Karena ideologi yang mereka anut lebih mengutamakan 

https://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:Flag_of_the_Barisan_Revolusi_Nasional_(Koordinasi).svg
https://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:Flag_of_the_Barisan_Revolusi_Nasional_(Koordinasi).svg


43 

 

 

 

sosialisme daripada Islam, para ulama justru enggan 

mendukung BRN (Muzani, 1993). 

Pada tahun 1968, muncul kelompok lain dari Muslim 

Pattani yaitu Pattani United Liberation Organization 

(PULO) dan menjadi kelompok paling aktif sepanjang tahun 

1970-an. PULO ini didirikan oleh Tengku Bira Kotantila 

atau biasa dikenal dengan Kabir Abdul Rahman. PULO 

memiliki ideologi “agama, ras, tanah air, dan kemanusiaan” 

(Pitsuwan, 1989).  

Gambar Error! No text of specified style in 

document..3 Lambang Pattani United Liberation 

Organization (PULO) 

 

Sumber: Wikipedia, 

(https://ca.wikipedia.org/wiki/Fitxer:PULO-

emblema1.png) 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Fitxer:PULO-emblema1.png
https://ca.wikipedia.org/wiki/Fitxer:PULO-emblema1.png


44 

 

 

 

PULO sendiri lebih gencar dalam memperjuangkan 

nasionalisme Melayu Muslim di level internasional. 

Dukungan yang dimiliki oleh PULO datang dari berbagai 

pihak, mulai dari Libia, Suriah, Organisasi Pembebasan 

Palestina (PLO), hingga Partai Islam se-Malaysia (PAS) 

yang berbasis di Kelantan. Dalam melakukan aksinya, 

PULO sering menempuh cara-cara kekerasan yang kerap 

dilakukan oleh sayap militer mereka, Pattani United 

Liberation Army (PULA) yang mengaku bertanggung jawab 

atas sejumlah pengeboman dan pembakaran di berbagai 

wilayah, termasuk di Bangkok (Chalk, 2017). 

Struktur organisasi PULO memiliki tingkat-tingkat 

kepemimpinan, tingkat paling atas dari PULO berada di 

Mekkah, Arab Saudi yang menentukan kebijakan. Menurut 

Komite Khusus Parlemen yang menyelediki masalah 

separatisme, PULO mendapatkan dukungan lebih dari 8.000 

Muslim Pattani yang bermukim di Mekkah. Sedangkan 

tingkatan kedua dari organisasi ini berada di Tumpat, 

Kelantan, Malaysia yang menangani urusan politik. 

Tingkatan ini mengoordinasikan berbagai kegiatan yang 

diharapkan untuk menciptakan kondisi politik yang 

menguntungkan bagi perang gerilya. Dan tingkatan yang 

ketiga adalah pimpinan operasi militer (jabatan tentara) di 

Thailand Selatan. PULO pada tingkatan ini memiliki 

pasukan militer yang terlatih dan perlengkapan yang paling 

memadai. Pasukan bersenjata PULO aktif di keempat 

provinsi Melayu dan di beberapa distrik Shongkala 

(Pitsuwan, 1989). 

Pada akhir 1975 hingga awal 1976, PULO 

mengorganisasikan demonstrasi politik terbesar dalam 

sejarah Thailand. Lebih dari 70.000 orang Muslim Pattani 
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turun ke jalan untuk memprotes tindakan yang dilakukan 

oleh marinir Thai di Distrik Bacho atas pembunuhan lima 

orang penduduk kampung Melayu. Dalam demonstrasi ini, 

masyarakat juga menuntut pemerintahan yang otonom. 

Aksi-aksi dari PULO mampu menarik perhatian pers dunia, 

sehingga dukungan internasional semakin besar. Dan sejak 

saat itu PULO menjadi organisasi gerakan Muslim Pattani 

yang paling besar dan berpengaruh (Pitsuwan, 1989). 

PULO pecah menjadi dua kelompok pada tahun 1995, 

PULO lama dan PULO baru yang lebih militan atau yang 

disebut juga dengan Barisan Nasional Baru (BNB) dan satu 

lagi kelompok kecil yang disebut dengan Tantra Jihad Islam 

(TIJ). Pada tahun 1997, kelompok tersebut datang bersama-

sama untuk membentuk aliansi dalam upaya menarik 

perhatian nasional dan regional dalam konflik Thailand 

Selatan. Selama periode Agustus 1997 hingga Januari 1998, 

setidaknya 33 serangan terpisah dilakukan terhadap 

Pemerintahan Thailand yang berada di Selatan sehingga 

mengakibatkan 9 orang tewas, puluhan cedera serta 

kesenjangan ekonomi yang cukup besar. Karena aksi yang 

dilakukan oleh gerakan ini, pada awal tahun 1998 

Pemerintah Thailand mengadakan kerjasama dengan 

Malaysia untuk menangkap pemimpin pemberontakan yang 

berlindung di Kelantan. Pada awalnya, Perdana Menteri 

Malaysia Mahathir Muhammad tidak mengambil sikap 

terhadap pemberontakan Melayu di Thailand. Namun, pada 

akhirnya Malaysia menjamin keamanan wilayah untuk 

Thailand. Akibatnya, banyak anggota pemberontak 

menyerah kepada pihak Thailand dan ada juga yang 

melarikan diri ke daerah pengasingan di luar negeri (Chalk, 

2017). 
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Pemberontakan kembali terjadi di Thailand Selatan 

seperti: pengeboman, penculikan, dan penembakan pada 

masa Pemerintahan Thaksin (2001-2006). Pada tahun 2001, 

Menteri Dalam Negeri Thailand mencatat kenaikan jumlah 

kekerasan, seperti terbunuhnya 19 anggota polisi Thailand 

dan 50 anggota pemberontak juga terbunuh yang terjadi di 

tiga provinsi utama di Thailand Selatan yaitu Yala, Pattani, 

dan Narathiwat. Pada tahun 2002, beberapa kantor polisi 

diserang oleh gerilyawan yang berhasil merebut sejumlah 

amunisi senjata dan bahan peledak. Insiden ini terjadi 75 kali 

dalam tahun 2002 yang telah menewaskan 50 anggota polisi. 

Pada tahun 2003, insiden terus mengalami eskalasi dan 

tercatat sedikitnya 119 insiden terjadi (Futaqi, 2009). 

Pemerintah Thailand membuat beberapa kebijakan 

militer terhadap Thailand Selatan. Salah satunya adalah 

pemberlakuan Undang-Undang Tentara (Martial Act) pada 

tahun 2004. Undang-undang ini memberi akses kepada 

tentara untuk menangkap siapa saja yang dianggap tersangka 

pelaku kekerasan di Thailand Selatan tanpa melewati proses 

pengadilan. Kebijakan ini menjadi sorotan dari dalam 

maupun luar negeri karena Pemerintah Thailand memberi 

kekuasaan yang mutlak kepada tentara untuk memeriksa 

rumah penduduk, masjid, dan pondok pesantren, sebagai 

tempat yang dianggap tempat persembunyian anggota 

kelompok pemberontak. Akibat dari undang-undang ini, 

banyak pemuda dan ulama Melayu ditangkap oleh tentara 

Thailand. Tercatat sejak Januari hingga April 2004, sembilan 

puluh empat terbunuh dan sembilan puluh lima lagi cedera 

karena undang-undang tentara ini diberlakukan (Yazid, 

2009). 
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Muslim Pattani menanggapi Undang-Undang Tentara 

ini dengan perlawanan. Sehingga tahun 2004 menjadi 

puncak gelombang konflik kekerasan di Thailand Selatan. 

Kekerasan dimulai pada 4 Januari 2004, gudang senjata 

militer di Narathiwat diserbu oleh sekelompok orang 

bersenjata. Serangan ini menewaskan 4 anggota tentara 

pemerintah. Akibat serangan ini sekitar 100 pucuk senjata 

dirampas dan 18 sekolah dibakar. Pada tanggal 5 Januari, 

Pemerintah Thailand memberlakukan keadaan darurat 

perang di Narathiwat, Yala, dan Pattani. Pada tanggal 19 

Februari, serangan kembali terjadi di Thailand Selatan yang 

mengakibatkan 3 orang tewas dan 3 lainnya cedera. Salah 

satu korban yang tewas adalah seorang polisi dan ratusan 

sekolah terpaksa diliburkan karena mendapat ancaman. Pada 

tanggal 22 Maret, terjadi peledakan di dekat Balai Kota 

Thailand Selatan, pada saat itu Menteri Dalam Negeri dan 

Menteri Pertahanan Thailand sedang mengadakan 

pertemuan dengan pejabat kepolisian. Ledakan ini 

mengakibatkan satu orang cedera dan seorang polisi 

tertembak pada peristiwa terpisah. Pada tanggal 23 April, 

sebanyak 50 rumah terbakar dan seorang tentara dan tetua 

kampung tewas dalam kerusuhan tersebut (Yazid, 2009). 

Puncak konflik yang terjadi pada tahun 2004 yaitu  

serangan terhadap Masjid Krue Se dan insiden kekerasan di 

Tak Bai, Narathiwat. Pada tanggal 28 April 2004, militer 

Thailand menyerang Masjid Krue Se yang di Pattani dan 

membantai sekelompok orang yang diduga pemberontak. 

Korban yang tewas mencapai 37 orang yang berasal dari 

militan. Sementara itu, insiden kekerasan Tak Bai terjadi 

pada tanggal 25 Oktober 2004. Beberapa orang ditangkap 

dan dipenjarakan oleh polisi Thailand karena serangan 



48 

 

 

 

tersebut. Hal ini memicu demonstrasi besar-besaran 

masyarakat Muslim Pattani di luar kantor polisi distrik. 

Polisi Thailand menanggapi demonstrasi dengan menempuh 

cara kekerasan. Kerusuhan terjadi hingga menewaskan 86 

orang dari masyarakat Muslim Pattani dan 1300 orang 

ditangkap lalu dibawa dari Tak Bai ke kamp militer di 

Pattani (Gross, 2007). 

7 orang meninggal akibat tembakan dan 78 demonstrasi 

tewas sesak napas dan cedera serius ketika berada di dalam 

truk saat demonstran dalam perjalanan menuju kamp militer. 

Kejadian ini menimbulkan kontroversi besar dan dugaan 

bermunculan di antaranya tuduhan kekerasan yang 

berlebihan, metode yang terlalu keras, serta pelanggaran hak 

asasi manusia. Perdana Menteri Thaksin kemudian dituntut 

untuk segera memberikan pernyataan maaf, namun hal 

tersebut tidak terpenuhi (Yusuf, 2009). 

Pasca insiden, Perdana Menteri Thaksin mengambil 

beberapa langkah untuk menyelesaikan persoalan. Namun, 

menurut Abuza langkah tersebut dinilai kurang bijak karena 

Thaksin terlalu menginginkan hasil yang instan. Langkah 

yang diambil oleh Thaksin adalah merotasi kepemimpinan 

Pasukan Keempat di Thailand Selatan dengan sangat 

membingungkan. Enam komandan telah dirotasi untuk 

memimpin pasukan tersebut selama tiga tahun. Akibatnya 

60.000 pasukan keamanan yang dinilai kuat menjadi tidak 

terorganisir. Kondisi ini yang kemudian menguntungkan 

kelompok pemberontak untuk memperkuat diri mereka 

(Abuza, 2011). 

Pada tahun 2006, Perdana Menteri Thaksin dikudeta 

oleh Militer Thailand. Jenderal Surayud Chulanont yang 
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menggantikannya menjanjikan perbaikan dan menyatakan 

maaf kepada masyarakat Thailand Selatan. Kudeta militer 

tahun 2006 mengambil tindakan rekonsiliasi terhadap 

konflik Pattani. Jenderal Surayud meyakinkan generasi tua 

dari kelompok separatis (PULO dan BRN) memainkan peran 

mediasi antara pemerintah dan kelompok pemberontak 

muda yang memiliki pendekatan lebih radikal (Yusuf, 2009). 

Namun, program perbaikan tersebut hanya sedikit yang 

terlaksana. Sementara itu, kelompok pemberontak tidak 

peduli dengan siapa yang menduduki kekuasaan di Bangkok. 

Akibat lemahnya pemerintahan Jenderal Surayud, pada 

bulan Mei 2007 kekerasan kembali terjadi  di Thailand 

Selatan yang menewaskan empat orang (Abuza, 2011). 

Pada Januari 2008, kekuasaan Jenderal Surayud 

digantikan oleh People’s Power Party (PPP). Tidak jauh 

berbeda dengan pendahulunya, pemerintahan PPP tidak 

mampu memperbaiki keadaan di Thailand Selatan. PPP 

memberikan kuasa penuh kepada militer di wilayah Selatan, 

karena PPP khawatir militer Thailand melakukan kudeta 

terhadap pemerintahannya. Namun, hal tersebut justru 

memicu terjadinya kekerasan dan pelanggaran HAM. Pada 

Desember 2008, kekuasaan PPP atas pemerintahan Thailand 

berakhir, kemudian kekuasaan Thailand digantikan oleh 

Abhisit Vejjajiva dari partai Demokrat. Vejjajiva juga 

menjanjikan perbaikan di Thailand Selatan menjadi 

prioritasnya. Menurut Abuza, pemerintahan Vejjajiva 

awalnya memberi harapan tersebut karena dinilai lebih 

demokratis dari pendahulunya. Namun, Vejjajiva 

dihadapkan pada kelompok oposisi yang pro terhadap 

Thaksin mengganggu stabilitas politik di Thailand. Kondisi 
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ini membuat Vejjajiva tidak bisa berbuat banyak terhadap 

Thailand Selatan (Abuza, 2011).  

Pada Maret 2012, kembali terjadi ledakan di Yala. 

Insiden ini mengakibatkan 7 orang tewas dan 70 orang 

korban luka-luka. Sedangkan di Narathiwat terjadi ledakan 

bom pada dua kendaraan patroli yang mengakibatkan satu 

anggota militer  mengalami luka serius. Sebelumnya, pada 

tahun 2011 militer Thailand menempatkan sekitar 60.000 

pasukan di wilayah tersebut untuk mengatasi pemberontakan 

(BBC, 2012). Meskipun konflik di Thailand Selatan terus 

berlanjut dimana puncak dari konflik ini terjadi sejak 2004, 

konflik Pattani mengalami penurunan pada tahun 2007. 

Namun demikian, kekerasan terus terjadi dari tahun ke 

tahun. Hingga awal Januari 2016, telah lebih dari 5000 orang 

menjadi korban dari  konflik Pattani ini (Patani Post, 2016).    



19 

 

 

 
 

 

 


